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SALUS POPULI SUPREMA
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(KEPENTINGAN PUBLIK
ADALAH YANG UTAMA)




Antara Negara Dengan Warga
egara Dengan Lembaga Negara
Dalam Penyelenggaraan

an

ungan Hukum Yan Terbentuk Pada

mumnya Bersifat Satu Xrah

*Tujuan HAN Adalah Untuk Memberikan
Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara
Dari Segala Tindakan - Pejabat
Penyelenggara Negara (Asas Legalitas)



—® NORMATIF (normative

functie)

FUNGSTI HAN —el) TNSTRUMENTAL
(Instrumentele

function)

—® J2AMINAN

(Waarborgfunctie)



—_—a®) Jaminan Pemerintahan

( bestuurlijk

waarbongen )
FUNGST ——@ Perlindungan Hukum
JAMINAN ( rechtsbescheming )

—® Ganti Rugi

(de schadevergoeding)



HAN

BERFUNGSI SBG NORMA YG
MENGATUR LEMBAGA &
KEKUASAAN PEMERINTAH DLM
MENJALANKAN PEMERINTAHAN;
SBG SARANA MENJALANKAN
PEMERINTAHAN, YAKNI
LANDASAN KEWENANGAN MAUPUN
KEBIJAKAN; DAN EERFUNGS L
MENJAMIN WN ATAS TINDAKAN
PEMERINTAHAN



MEMUNGKINKAN NEGARA UTK MENJALANKAN
FUNGSINYA

MELINDUNGI WARGA TERHADAP SIKAP
TINDAK ADMINISTRAST DAN JUGA

MELINDUNGI ADMINISTRASI NEGARA 1ITU
SENDIRI



organ—-organ
daskan peraturan
n yg berlaku.

INSEL VAN WETMATIGHEID
VAN BESTUUR




Pemerintah sbg
Lembaga Eksekutif
dan Legislatif

D1 Indonesia, kedudukan pemerintah tidak
semata-mata sebagai lembaga eksekutif,
tetapl pemerintah juga berfungsi sebagai
lembaga legislatif dan dalam bbrp bidang
Juga menjadili lembaga yudikatif (pemutus
perkara) .

Hal 1n1 dibuktikan (salah satunya) dgn
melihat hirarki peraturan perundang-
undangan (Psl 7/ UU No. 12 tahun 2011)
dimana produk hukum pemerintah diakui
sebagal sumber hukum formil. YQg
sekal 1o0us meruvnakan T andasan vilridis



—® PENGATURAN (REGELING)

- Menciptakan kondisi
vg kondusif

PELAYANAN
FUNGSI 9 .
PEMER INTAHAN - Keadilan dlm masy

——=® PEMBERDAYAAN

- kemndirian,
kemakmuran



HEID VAN
ukan tugas.

an terikat dan
eliputi kewenangan
S ermessen

ermessen =2 suatu kebebasan yg
rikan kpd pejabat/badan
dministrasi dlm rangka
penyelenggaraan pemerintahan , dlim
kaitannya menjalankan tugas
bestuurzorg.



dalam
Uy

dungan kepada

dari dampak
memberikan kewenangan
organ?z pemerintahan utk

elenggarakan berbagail langkah
Im mewujudkan derajat kesehatan
yvang setinggi-tingginya.




esehatan (right to

s perlindungan kesehatan
to health protection)

ewajlbkan negara untuk melakukan
indakan-tindakan khusus melindungil
kesehatan publik.



007 tentang

1984 tentang Wabah

tahun 2018 Tentang
aan Kesehatan

rta seluruh aturan pelaksananya,
arl tingkat pusat sampal pada tingkat
terendah.



UU Penanggulangan

Pandemik dapat diaPeBEaR&n sbg bencana non
alam (yg diakibatkan oleh peristiwa atau
rangalan peristiwa non alam , al. gagal
tekhnologi, gagal modernisasi, epidemi dan
wabah penvyakit).

Asas hukum : kemanusiliaan; keadilan; kesamaan
kedudukan; keseimbangan, keselarasan &
keadilan; ketertiban & kepastian hukum;

kebersamaan; kelestarian lingkungan hidup;
dan 1ptek

Prinsip penanggulangan al. ; prioritas,
koordinasi & keterpaduan; daya guna & hasil
guna; transparansi, pemberdayaan,

nondiskriminatif; nonproletisi

Bertujuan = memberilkan perlindungan kpd
N N P |






Kekuatan hukum
Uu

» UU merupakan sebuah bentuk perjanjian

/kontrak antara negara dengan rakyat, maka
dibolehkan adanya ketentuan sanksi, karena
sanksi merupakan sarana negara untuk
memaksakan kehendak nya sesuail dengan
tujuan negara.

Penerapan sanksi membutuhkan aparat
penegakan hukum , dlm sistem hukumnya
masling-masing sesual dgn tujuan sanksi 1tu
diberlakukan

Sanksi administrasi hny ditujukan kepada
kesalahan-kesalahan administrasi , bukan
pada perbuatan individu vang bersifat



sanksi bagi

nya

bagaimana Vg dapat
n-

al terjadi pertentangan antara
pentingan 1ndividu dan kepentingan
publik, mana yg lebih diutamakan?



Kepentingan publik




bestuurhandelingen

rechtshandelingen

Tindakan nyata utk menjalankan
yg sdh diatur diatur oleh hukum

Kewenangan — Dapat melahirkan
SIETEE TR penyalahgunaan kewenangan




Kesalahan yg dilakukan oleh pejabat
pemerintahan (pelaksana tugas)

Peradilan administrasi , bukan _ ‘ Belum terbentuk
PTUN —




Kepentingan publik

Asas-asas hukum
Teori hukum

Teori interest balancing dari
Roscou Pound




—® Kepentingan publik
(umum)

Teorl —) Kepentingan sosial

lnterest
balancing

—® Kecpentingan Individu



publik
melalul
kum lainnva
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